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ABSTRAK

Reza Darmawan Saleh (B 111 03 051), Analisis yuridis terhadap kasus
tindak pidana penipuan (studi kasus putusan pengadilan negeri Makassar nomor
-155/Pid. B/2007/PN. Makassar), dibimbing oleh Bapak Dr. H.M. Said Karim,
S H. MH. dan Dr. Slamet Sampumo, S.H.,M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi kasus tindak pidana
penipuan, mengetahui apakah yang menjadi perimbangan majelis hakim dalam
menjatuhkan putusan, serta mengetahui apakah akibat hukum bagi pihak korban
dengan dijatuhkannya Putusan perkara nomor : 185/Pid.B/f2007/PN.Makassar.

Penelitian inl dilaksanakan dikota Makassar, Sulawesi Selalan, dengan
memilih inistansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini, yaitu Pengadilan
Negeri Makassar sebagal tempatfinstansi yang penulis teliti. Dengan
berdasarkan data, balk yang diperoleh dengan mengadakan wawancara
langsung oleh para narasumber, maupun data yang diperoleh melalul penelitian
kepustakaan yakni - dengan cara penelusuran arsip/dokumen, buku serta hasil
membaca lileratur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Hasll penelitian menunjukikan bahwa terdakwa Jamaluddin Lily telah
terbukli secsra sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
penipuan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, sedangkan
hakim pengadilan negeri Makassar dinilai dalam melakukan pertimbangan-
pertimbangan telah sesual menurut aturan yang terkait tindak pidana penipuan.
Serta dengan dijatuhkannya putusan perkara No.155/Pid.B/2007/PN.makassar,
maka mempunyai akibat hukum bagi pihak korban yang antara lain pihak korban
yang mengalami kerugian baik moril maupun materil dapat menuntut ganti rugi
dalam mengajukan gugatan perdata kepada terdakwa.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, tindak pidana penipuan terus menunjukkan

peningkatan darl tahun ke tahun. Tindak pidana penipuan sudah sangat
meluas dalam masyarakat, baik dari jumiah kasus yang terjadi dan dilihat
dari jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang
dilakukan semakin sistematis serta ruang lingkupnya yang memasuki
seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Hal Ini disebabkan tingkat ekonomi dan pendidikan yang
berbeda-beda sehingga menimbulkan kesenjangan sosial antara
masyarakat yang salu dengan yang lainnya, dimana perbedaan inilah
yang memicu sebagian dari masyarakat untuk berpikir secara efisien dan
praklis demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang efisien dan praktis,
seringkali masyarakat melakukan sualu perbuatan yang bertentangan
dengan hukum atau biasa disebut wedemechielik, yang menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah yang menunjukkan sifat
tidak sah suatu maksud atau oogmerk, yang dilakukan oleh masyarakat
demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak deml kelangsungan
hidupnya, cara yang wedemechielik itu antara lain melakukan tindak
pidana penipuan yang sudah sering didengar dan ditemukan didalam
kehidupan sehari-hari, dimana tindakan tersebut tidak hanya dilakukan
oleh masyarakat golongan menengah kebawah melainkan seringkali



dilakukan oleh masyarakat menengah keatas yang dimana diantaranya
terdapat kaum penguasa atau para pejabat yang seharusnya memberikan
contoh yang baik bagi masyarakat tetapi justru ikut ambil bagian dalam
melakukan tindak pidana penipuan.,

Para penguasa atau pejabat yang melakukan findak pidana
penipuan ini bemacam-macam mulai dari kalangan pengusaha, manager
perusahaan direktur perusahaan, sampai pada aparat hukum dan wakil
rakyat yang mempunyai suatu kedudukan didalam pemerintahan, yang
membuat mereka semakin leluasa didalam menjalankan aksinya karena
didukung oleh kekuasaan dan kedudukannya yang membuat para pelaku
tindak pidana penipuan ini sulit untuk djerat oleh dihukum sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD.1945) ditegaskan
bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechstsaf), tidak
berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machistaaf). Ini berarti bahwa
Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan
Pancasila dan UUD. 1845 dan menjamin semua warga negara
bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta waijib
menjunjung tinggl hukum dan pemerintahan ffu dengan tidak ada
kecualinya.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa
yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang dituju
bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan
juga perbuatan hukum yang mungkin teradi, dan kepada alat

perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum, Sistem bekerjanya



hukum yang durr;HrLan itu merupakan salah satu bentuk panegakan hukum
yang seharusnya dilaksanakan dan terjadi di Negara Indonesia.

Walaupun hukum telah mempunyai format atau ukuran tentang
apa yang seharusnya dilakukan akan tetapi didalam pelaksanaannya
aparat-aparat penegak hukum sering menemul hambatan dikarenakan
kurangnya kerja sama antara pemerintah dengan aparat penegak hukum
yang dalam hal ini adalah lembaga kepolisian kejaksaan, dan lembaga
peradilan khususnya pengadilan, yang menimbulkan kerugian materil bagi
masyarakal dan negara, dan juga hukum sudah tidak lagl dianggap
sebagal sesuatu yang nyata didalam pelaksanaanya bagi masyarakat,
melainkan hukum hanya dijadikan tameng atau pelindung bagi para kaum
penguasa yang melakukan tindak pidana dan penipuan tersebut.

Alat-alat negara khususnya lembaga Peradilan harusnya dapat
berpikir secara obyektif dalam menanggulangi Tindak Pidana Penipuan
yaitu dengan cara mengikuti mekanisme dan peraturan yang telah
ditetapkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)
yang didalamnya mengatur mulai dar tahap penyelidikan dikepolisian
sampai pada tahap pelaksanaan putusan dipengadilan serta pengawasan
dan pengamatan dari putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap,

Bertitik tolak dari judul skripsi tersebut, penulis membatasi dirl

pada masalah yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang belakang tersebut diatas, maka
rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Perimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan
Putusan perkara No. 155/ Pid.B/2007/ PN.MKS 7

2. Bagaimanakah Akibat hukum bagi pihak korban dengan dijatuhkannya
Futusan No. 155/Pid.B/2007/PN.MKS ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan penelitian ini disamping untuk mempraktekkan cara berpikir
iimiah berdasarkan metodologi penelitian kemudian dituangkan dalam

bentuk karya tulis iimiah, juga mempunyai tujuan sebagal berikut ;

a. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian kasus tindak Pidana
Penipuan melalui suatu lembaga Peradilan.

b. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan
suatu Putusan dan Akibat Hukum bagi pihak korban dengan
dijatuhkannya Putusan perkara No.155/Pid.B/2007/PN.MKS. tentang

perkara tindak pidana penipuan.



Sedangkan Kegunaannya adalah sebagai berikut :

a. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan intelektual khususnya
bagi semua pihak terutama para mahasiswa sebagai calon penegak
hukum.

b. Dapat dijadikan sebagal bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya,

khususnya mengenai tindak pidana penipuan.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian.
1. Tindak Pidana.

Sebelum menguraikan mengenai pengertian Tindak Pidana Penipuan,

terlebih dahulu akan diuraikan pengertian Tindak Pidana. Adapun P.A.F.
Lamintang (1997; 181)
Mengemukakan bahwa, pembentuk Undang-Undang kita menggunakan
istilah sfrafbaarfelt untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak
pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan
sesuatu penjelasan mengenai Apa yang sebenamya dimaksud dengan
perkataan sfrafbaarfeit tarsebut.

Perkataan Feit itu sendiri didalam bahasa Belanda berarli sebagian dari
suatu kenyataan, sedang sirafbaar berarii dapat dihukum, hingga secara
harafiah perkataan strafbaarfeil itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian
dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah tentu bukan barang,
oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya
adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun
tindakan.

Oleh karena seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa pembentuk
Undang-Undang kita tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa
yang sebenarnya telah la maksud dengan perkataan strafbaarfoil maka



timbuliah didalam Doktrin sabégai pendapat pakar Hukum tentang apa

sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu, antara lain :

1. Simons

Dalam rumusannya Strafbaatrfeit itu adalah :

“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja

ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai
suatu tindakan yang dapat dihukum”

Alasan darl simons mengapa siratbaarfeit itu harus dirumuskan sapuﬁi

diatas karena :

a. Untuk adanya suatu sfrafbaarfeif itu disyaratkan bahwa disitu harus
terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh
Undang-Undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atupun
kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang
dapat dihukum;

b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus
memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan didalam
undang-undang;

c. Setiap strafbaarfeit sebagai suatu pelanggaran terhadap suatu larangan
atau kewsgjiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya
merupakan tindakan melawan hukum atau suatu onrechmatige
handeling. Jadi sifat melawan hukum timbul dar suatu kenyataan

bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-



undangan, hingga dasamya sifal tersebut bukan suatu unsur delik

yang mempunyal arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain;

2. Van Hattum
Sesuatu tindakan tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan
tindakan tersebut, perkataan strafbaarfeit itu berarti straf verdienend yang
juga mempunyai arti sebagal “pantas dihukum® sehingga perkataan
strafbaarfeit seperti yang telah digunakan oleh Undang-Undang didalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu secara eliplis haruslah diartikan
sebagai suatu tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam
itu membuatl seseorang menjadi dapat dihukum. Dari kata dasar elips
didalam bahasa Belanda yang mempunyai pengertian sebagai perbuatan
menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu
untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya, Oleh karena

| dengan perkataan strafbaarfeit itu seolah-olah orang yang dapat dihukum
telah ditiadakan, maka biasanya pada waktu orang menjabarkan suatu
delik kedalam unsur-unsumya, orang terpaku pada unsur-unsur delik
seperti halnya yang dirumuskan didalam undang-undang dan melupakan
tentang adanya syarat lain yang dapat membual sesecrang dapat
dihukum, termasuk syarat yang berkenaan dengan pribadi dari pelaku itu
sendin. Semua syarat yang harus telah dipenuhi sebagal syarat agar
seseorang itu dapat diadili haruslah juga dianggap sebagal unsur-unsur

dedik.



2. E. Utrecht

Menerjemahkan strafbaarfeit dengan istilah peristiwa pidana sering juga la
sebut delik, karena perisfiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen-
positit atau sesuatu melalaikan nalsten- negafif maupun akibatnya
keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu. Peristiwa
pidana merupakan suatu peristiwa hukum (rechisfelf), vyaitu peristiva
kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum,

Tindakan semua unsur yang tersinggung oleh semua ketentuan pidana
dijadikan unsur mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat
dijadikan unsur-unsur mutlak dar peristiwa pidana. Yaitu perilaku manusia
yang bertentangan dengan hukum {unsur mefawan hukum), oleh sebab itu
dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti

kata bertanggung jawab.

3. Pompe

Perkataan strafbaarfeil secara teorilis dapat dirumuskan sebagai suatu
“pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan
sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku,
dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi
terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Sangatiah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum
positif ~ yakni semata-mata dengan menggunakan pendapat-pendapat
secara teoritis. Perbedaan yang ada antara hukum positif dengan teori itu

sebenamya hanyalah bersifat semu. Oleh karena yang lerpenting bagi



leori itu adalah tidak seorangpun dapat dihukum kecuali apabila
tindakannya itu memang benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah
dilakukan berdasarkan suatu bentuk schiud, yakni dengan sengaja
ataupun tidak sengaja, sedangkan hukum positif kita tidak mengenal
adanya suatu schuld tanpa adanya suatu wedermechtelijkheid,

Dipidananya sesecrang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan
perbuatan yang berentangan dengan hukum atau bersifat melawan
hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan dellk (an
objective penal provision), namun hal itu belum memenuhi syarat untuk
penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih periu adanya syarat, bahwa
orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah
{subjecfive build). Disini berlaku “tiada pidana tanpa kesalahan" (keine
straf ohne schuld) atau (geen siraf zonder schuld atau nulla poenale sine
culpa). Culps disini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan. Dimana
sfrafbaarfed yang telah ia lakukan itu baik dengan sengaja maupun tidak
dengan sengaja.

. Satochid Kartanegara

Perkataan sfrafbaarfeil berarti een doen (perbuatan) yang dilarang dan
diancam dengan undang-undang, sedang yang dimaksud dengan
starfbaarfeit adalah juga een nalafen (melalaikan) van een handeling,
sebagai yang diharuskan oleh undang-undang. Jadi (perbuatan aktif)
sedangkan perbuatan pasif juga diancam dengan hukuman een passive.
Karenanya strafbaarfeif adalah kecuali een doen juga ween nalaten
(perbuatan dan melalaikan). Dengan memberi perumusan itu, sama artinya
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dengan memberi kelerangan een vierkante lafel is vierkant (meja segi

empat itu adalah segi empat), karena defenisi demikian tidak menyebut

isinya, sedang pengertian orang dan kesalahan juga tidak disinggung.

Antara lain :

Handeling (tindakan)

Yang dimaksud disini Adalah een doen (perbuatan), maka dengan
demikian berarti sfrafbaarfeit berarli een doen yang dilarang Undang-Undang,
sedang yang dimaksud dengan strafbaarfeil sebagaimana yang dikemukakan
yaitu juga het nalaten (melalaikan), ssbagai yang diharuskan oleh undang-
undang.

Gedraging (tindak-tanduk)

Yang dimaksud disini lebih tepat jika dipakai kata Gedraging daripada
handeling yang berarti sikap yang merupakan een gesleldheil (keadaan).
Yang menjadi kesimpulan bahwa tindakan manusia yang mempunyai akibat
aktif yang dapat merupakan ;

a. Een bewusfe handeling (tindakan dengan kesadaran).
b. Een gewilde handeling (tindakan disertai dengan kemauan).
Gerakan Refleks

Yaitu merupakan suatu gerakan yang dilakukan oleh manusia secara tidak
sadar, karenanya dianggap sebagai perbuatan yang tidak dapat dihukum.

Jadi apa yang diuraikan tadi diambil kesimpulan bahwa Handeling adalah
merupakan gerakan otot (spierbeweging), serta dapat dikatakan bahwa orang
yang melakukan strafbaarfeit bukan hanya orang yang tidak berbuat sesuaty
melainkan menurut Undang-Undang ia diwajibkan untuk berbuat (een nief
doen is aen delict, wemer het handefen een rechtsplicht is),
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5. Moeljatno
Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana

disertal sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar
aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah
perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja hal itu diingat
bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang
ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedang ancaman pidananya ditujukan pada
orang yang menimbulkan kejahatan.

Uniuk adanya perbuatan pidana harus adanya perbuatan pidana harus ada
unsur-unsur : (1) perbuatan (manusia), (2) memenuhi rumusan dalam
undang-undang (syarat formil), bersifat melawan hukum (syarat materil).
Syarat formil harus ada, karena asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.
Adapun unsur-unsur dari tindak pidana, sebagai berikut :

a. Unsur subjektif

1) Kesengajaan atau kelalaian.

2) Maksud darl suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam
Pasal (1) KUHP.

3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian,
penipuan, penggelapan, pemerasan, dan lain-lain.

4) Merencanakan terleblh dahulu, seperti yang terdapat dalam Pasal 340
KUHP,

5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana
menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur objekdif
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1) Sifat melawan hukum.

2) Kualitas dari pelaku, misalnya secrang pegawai negeri sipll melakukan
kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.,

3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab

dengan kejahatan sebagai akibat.

Andi Zainal Abidin Farid(1987 : 248) mengemukakan pengertian delik,
sebagai berikut :

Pengertian delik berasal dar bahasa latin delic dan delicte sebagai suatu
buatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa yang melanggar
larangan tersebut. Alasan penggunaan istilah delik karena :

a. lstilah tersebut singkat, jadi bersifat wets economisch.

b. Istilah tersebut dikenal diseluruh dunia, jadi bersifat universal.

c. Istilah delik dapat memenuhl keperiuan pemidanaan badan hukum,
organisasi, sesual dengan perkembangan hukum pidana.

Sianturi (1992:208) mendefenislkan istilah tindak pidana. Dalam beberapa
literatur  hukum istilah tindak pidana ada yang mengistiiahkan peristiwa
pidana, perbuatan pidana dan delik sebagai suatu perbuatan manusia yang
dapat yang dapat dipidana oleh orang (manusla atau badan hukum) yang
dapat dipertanggungjawabkan. Pada hakikatnya istilah delik berasal dari
bahasa latin delictum dan bahasa Belanda strafbaarfeit sedang dalam

bahasa Indonesia adalah penstiwa pidana.

A2. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA.

Sebelum menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-
unsurnya, maka mula-mula kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu
tindakan manusia, dengan tindakan ilu seseorang telah melakukan

sesuatu tindakan yang terarang oleh undang-undang. Dengan demikian
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seliap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum
Fidana(KUHP) itlu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur
yang pada dasamya dapal dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur-
unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Yang dimaksud dengan unsur-unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang
melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan dini sipelaku
dan termasuk kedalamnya yailu segala sesuatu yang terkandung didalam
hatinya,

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur Objektif itu adalah
unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadasan-keadaan mana
tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan dan ketidaksengajaan(dolus dan culpa)

2. Maksud atau voomamen pada suatu percobaan atau poging seperti

yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHPidana

3. Macam maksud atau cogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam
kejahatan penipuan, pancurian, pemerasan, pemalsuan dan lain-ain

4. Merencanakan terleblh dahulu atau voorfedachteraad seperti yang

misalnya terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340

KUHPidana
5. Perasaan takut atau vress seperli yang antara lain terdapat didalam

rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHPidana.
Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
1. Sifat melanggar hukum atau wedemechielifkheid ;
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2. kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawal
neger” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHPidana atau
keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan
terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana |

3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat ;

Periu diketahui juga bahwa unsur wederrechitelik itu selalu harus
dianggap sebagal disyaratkan didalam setiap rumusan delik, walaupun
unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan
secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan, serta
walaupun sesuatu tindakan itu telah memenuhi semua unsur dari sesuatu
defik dan walaupun unsur wedemechtelik Hu telah dicantumkan sebagai
salah satu unsur dari delik, akan tetapi tindakan tersebut dapat hilang
sifatnya sebagai suatu findakan yang bersifat wedmmechteljk, bilamana
hakim dapat menemukan sesuatu dasar yang meniadakan sifatnya yang
wedamachielijk dari ftindakan ftersebut, baik berdasarkan sesualu
ketentuan yang terdapat didalam undang-undang maupun berdasarkan
asas-asas hukum yang bersifat umum dar hukum yang tidak tertulis.

Para pakar hukum telah membuat pembedaan didalam delik antara apa

yang biasa disebut “bestandeffen van hef delict" dan dengan apa yang

juga biasa disebut “elementen van het delict”. Perkataan bestandde! itu
sendiri oleh Van Bemmelen telah diartikan sebagai “samensiellend deal
atau bagian yang dapat membentuk satu “keseluruhan®, sedang perkataan

“sierment” itu telah beliau artikan sebagai “onderdeel™ atau “bagian”.
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Yang dimaksud dengan “bestanddelen van het delict” oleh Van Bemmelen
adalah bagian-bagian yang terdapat didalam rumusan delik, sedangkan
yang dimaksud dengan “elementen van hs! delfict” itu adalah ketentuan-
ketentuan yang tidak terdapat didalam rumusan delik melainkan didalam
buku ke | KUHPidana atau dapat dijumpai sebagai asas-asas hukum yang
bersifal umum yang dipandang sebagai asas-asas yang harus
diperhatikan.

1. Hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas findakan atau

suatu akibat terhadap pelakunya.

2. Hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan yang

telah ia lakukan atau atas akibat yang telah ditimbulkan.

3. Hal dapat dipersalahkannya sesuatu tindakan atau suatu akibat
kepada seseorang, oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah ia
lakukan atau telah ditimbulkan berdasarkan unsur “kesengajaan”
ataupun unsur “ketidaksengajaan”.

4. Sifatnya yang melanggar hukum .

Empal elemen dari delik diatas itu masing-masing telah disebut secara

berturut-turut sebagai:

1. Toerekenbaarheid van het feit

2. Toerekeningsvatbaarheid van de dader

3. Verwijtbaarheid van feit dan

4. Wederrechteiijkheid.

Dengan dijelaskannya mengenai bestanddelen van het delict dengan apa

yang disebut elementen van hel defict maka akan didapatkan hal-hal

sabagai berikut :
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Bestanddelen atau bagian dari delik,yaitu :

1.
2,

3.

Terdapat didalam rumusan dari delik ;

Oleh penuntut umum harus dicantumkan didalam surat dakwaan ;
Harus dibuktikan didalam peradilan ;

Bilamana satu atau lebih bagian temyata tidak dapat dibuktikan, maka
hakim harus membebaskan tertuduh atau dengan perkataan lain hakim
harus memutuskan suatu vrijspraak ;

Elementen atau elemen-elemen dari delik yaitu :

1.

2,

Tidak terdapat didalam rumusan dari delik ;

Terdin dari “toerekenbaarheid”, “toerekenigsvatbaarheld van de dader’,
“verwijtbaarheid van feit ", “wederrechilelikheid” :

Harus dianggap sebagai juga disyaratkan didalam rumusan delik

Oleh penuntut umum tidak perlu dicantumkan didalam surat fuduhan
dan dengan sendirinya juga tidak periu dibuktikan didalam peradilan -
Bilamana terdapat keragu-raguan mengenal salah sebuah elemen
maka hakim harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum,
atau dengan perkataan lain hakim harus memutuskan suatu Onisfag

van alle rechtsvervolging

Dengan catatan bahwa apablla elemen “wederrechisli” itu oleh

pembentuk undang-undang telah disebultkan secara tepas didalam
rumusan defik, maka 'wedﬂmchw tersebut bukan lagi merupakan
suatu elemen dari delik, melainkan ia kini merupakan bagian dari dalik.
Dengan demikian maka “wedemechfelijkheid” itu oleh penuntut umum
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harus dicantumkan didalam surat dakwaannya dan dibukfikan
kebenarannya didalam peradilan ,dan apabila wedsmechieljkheid tersebut
kemudian ternyata tidak  terbukti, maka hakim harus
memebebaskantertuduh atau dengan kata lain hakim harus memutuskan

suatu viiispraak.

TINDAK PIDANA PENIPUAN

Untuk memahami tentang pengertian Tindak Pidana *Penipuan® maka
tolok ukumya adalah harus berpatokan kepada ketentuan Pasal 378
KUHPIdana yang menentukan sebagai berikut ;
“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau arang lain
dengan melawan hukum, balk dengan memakai nama palsu atau keadaan
palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan
perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan
sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum
karena penipuan, dengan  hukuman penjara selama-lamanya empat

tahun®,

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENIPUAN

Dari kefentuan Pasal 378 KUHPidana tersebut diatas, maka dapat

disimpulkan, unsur-unsur dari Tindak Pidana Penipuan sebagai berikut :

a. Barangsiapa;

b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atatu orang lain dengan
melawan hukum;.

¢. Menggerakkan crang untuk menyerahkan barang sesuatu;



d. Dengan menggunakan salah-satu upaya Penipuan;

a. ‘Ba lapa” :

Unsur "Barangsiapa” adalah menyangkut SUBYEK yang melakukan
tindak pidana tersebut, bukan ditujukan kepada perbuatan, atau dalam
ketentuan Pasal 2 KUHPidana ditegaskan sebagal “tiap orang” baik warga
Negara Indonesia maupun orang asing, dengan tidak membedakan jenis
kelamin, suku, agama, dan lain sebagainya.

Dalam KUHPidana Indonesia, penggunaan istilah tentang subyek yang
melakukan findak pidana, tidak konsisten, seringkali digunakan kata-kata
atau istilah “barangsiapa®, namun juga sering digunakan kata-kata “tiap
orang”.dimana seharusnya hal tersebut tidak peru terjadi, karena akan
sangat membingungkan, dimana untuk itu penulis sangat menyarankan
agar dalam rancangan KUHPidana yang baru nantisebaiknya hanya
digunakan satu istilah saja yakn| “setiap orang”, dimana pengertian orang
tersebut secara hukum meliputi orang pribadi dan juga meliputi korporasi.

Bukan itu sajadalam berbagal peraturan perundang-undangan yang
tersebar lainnya kedua istilah tersebut sering digunakan, dimana
penggunaan istilah “setiap orang” kelihatannya mulai konsisten digunakan
dalam Undang-Undang Nemer 31 tahun1888 tentang pemberantasan
tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian
dilkuti lagi dalam berbagai Undang-Undang seperti Undang-Undang
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Nomor 42 tahun 1899 tentang jaminan Fidusia dan Undang-Undang
Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, namun sayang dan
sangat mengherankan karena pada saat yang hampir bersamaan kembali
digunakan dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 tentang
perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan
Kejahatan terhadap Keamanan Negara dan Undang-Undang Nomor 36
tahun 1899 tentang Telekomunikasi serta Undang-Undang Nomor 41

tahun 1888 tentang Kehutanan.

b. Unsur "Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan
melawan hukum® :
Unsur ini merupakan unsur yang sangat penting,cleh karena perbuatan

pelaku harus benar-benar dilakukan dengan “Maksud” dan secara
Melawan Hukum, untuk menguntungkan diri sendifi maupun orang lain
dan tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan serta hakim tidak perlu
menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan.

Dicantumkan kata-kata dengan "Maksud” dalam Pasal 378 KUHPidana
maka tentunya terlebih dahulu harus dipahami pengeriian “Maksud®
tersebut, dimana didalam berbagai literature terdapat banyak rumusan
dan teori yang berbeda-beda tentang pengertian "Maksud® tersebut.

Dalam literature Hukum pidana, dikenal banyak teori-teori tentang
“Maksud" tersabut, seperti diawali dengan leori wilstheorie(teori kehendak)
yang dikemukakan oleh von Hippel dalam bukunya “die Grenze von
Vorsatzun Fahriassigkelf” pada tahun 1803, dimana menurut teori ini

bahwa “kehendak” merupakan hakikat maksud itu, maksud itu berarti



bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat
itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang melakukannya.

Kemudian terdapat teori lain yang merupakan bantahan atas Teori
Kehendak tersebut, yakni dikenal dengan Voorstellings-theore(Teori
membayangkan) oleh Frank, dalam tulisannya “Ueber den Aufbau des
Schuldbegriffs” dalam Festschernift Giezen, tahun 1807, yang mengatakan
bahwa secara psikologis, tidak mungkin suatu akibat dapat dikehendaki.
Manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat. la hanya dapat
membayangkan , mengingini, mengharapkan atau membayangkan
adanya suatu akibat Suatu gerakan otot seperti menembak dengan
senjata tidak selalu menimbulkan akibat Tembakan dapat meleset.
Adalah sengaja jika suatu akibat{yang timbul karena suatu perbuatan)
dibayangkan sebagai maksud(perbuatan itu) dan karena itu tindakan yang
bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu
dibuat tersebut.

Menurut Andi Hamzah, untuk memahami pengertian "Maksud™ tersebut
atau arti sesuatu istilah hukum,maka kebiasaan orang menengok kepada
penafsiran otentik atau penafsiran pada wakiu Undang-Undang yang
bersangkutan disusun, dalam hal ini Memori Penjelasan({Memorie van
Toslichting), dimana dalam Memeori Penjelasan(MvT) WvS Belanda tahun
1886 yang juga mempunyai arti bagi KUHPidana Indonesia, oleh karena
KUHPidana Indonesia bersumber pada KUHPidana Belanda, dimana
dalam Memeori Penjelasan (MvT) WvS Belanda djalmhanrbahwa “Maksud”
berafi ‘de (Bewuste)richting van den wil op een bepaald misdrijf
(kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan
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terteniu), "Maksud” sama dengan Willens en weiten (dikehendaki dan
diketahui).

Didalam  KUHPidana Indonesia, istilah kesengajaan digunakan
dengan berbagai banyak Istilah, terkadang digunakan istilah “dengan
Maksud” seperti antara lain yang terdapat dalam Pasal 378,362,263
KUHPidana, namun terkadang juga menggunakan istilah “dengan
Sengaja”, seperti antara lain terdapat dalam Pasal 372,187, 281, 304, 310,
dan 338 KUHPidana selain itu pula terdapat banyak penggunaan istilah
seperti "dapal Mengetahui" ex Pasal 184, dan 464 KUHPidana, Sedang
Diketahui” ex Pasal 110, 250 dan 275 KUHPidana, “yang Diketahuinya” ex
Pasal 204,220 dan 419 KUHPidana, “Sudah tahu” ex Pasal 483 ke-2
KUHPidana.

Menurut hemat Penults beraneka ragamnya penggunaan istilah
tentang kesengajaan tersebut, tidak perlu lagi diperdebatkan secara tajam,
bahkan terkadang diperdebatkan hingga fidak jelas ujung pangkalnya,
padahal harus dimaklumi bahwa KUHPidana Indonesia kita memang
sudah renta, karena sekalipun telah banyak perubahan namun pada
pokoknya berasal dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 yang
bersumber dari “Wethoek van Strafrecht voor Nederlendsch Indie” warisan
Hindia-Belanda, yang mulai beraku diindonesia, sejak tahun 1818, baik
bagi golongan penduduk Indonesia, maupun bagi golongan penduduk
Timur Asing dan golongan penduduk Eropa(Unificalie).

Penulis berharap dhnﬁi_l mendatang, terutama didalam rancangan
KUHPidana yang baru sefidak-tidaknya dalam Memori Penjelasannya,
agar berbagai macamnya penggunaan istilah-istilah seperti “dengan
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maksud”, “dengan sengaja”, “dapat mengetahui’, “sedang diketahui’,
‘vang diketahuinya", “sudah tahu”, dan lain-ain sebagainya, disimpulkan
saja menjadi satu istilah saja, yakni “KESENGAJAAN",

Didalam wnsur ini juga terdapat kata melawan hukum yang sering
diartikan bermacam-macam, ada yang mengartikan sebagal “Tanpa hak
Sendir" (zonder eigen Rechf), ‘bertentangan dengan hak orang
lain(Tegens eens anders rechf), “bertentangan dengan hukum obyekti™
(Tegen het objectieve rechi).

Dengan berbagai macamnya pengertian Melawan hukum itu, Noyon
Langemeyer pada tahun 1954 mengusulkan agar fungsi kata itu
hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi
menghilangkan kesatuan arlinya. Misalnya Hoge Raad dengan Arrest-nya
tanggal 28 juni 1911, dalam menerapkan pasal 326 Ned ‘W.v.5.(=Pasal
378) KUHPidana) mengatakan “de dader geen eigen rechi op de
bevoordeling heff” (terdakwa tidak mempunyai hak sendii untuk
menikmati keuntungan itu). Sedangkan Pompe berpendirian bahwa
melawan hukum dalam kasus tersebut adalah melawan hukum fidak
tertulis.

Menurut hemat Penulis, berbagai macamnya pengertian dan rumusan
tentang melawan hukum tersebut tidak perlu diperdebatkan secara tajam,
dimana lebih arif bilamana dalam konteks pengertian melawan hukum
tersebut kita merujuk pada pengertian melawan hukum yang diputuskan
oleh Amest Hoge Raad tanggal 21 januari 1918 dalam perkara
Lin:lenh-aum versus Cohen, dimana di neger Belanda sejak saat itu tidak

lagi memberikan pengertian melawan hukum tersebut terbatas kepada
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pelanggaran terhadap perundang-undangan tertulis saja, melainkan telah

diperluas dengan meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut ;

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak  orang lain.

2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukunya sendiri.

3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan
dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung) Belanda yang sangat terkenal
tersebut, adalah merupakan tonggak sejarah dalam melakukan perubahan
revolusioner tentang pengertian perbuatan melawan hukum, dimana
sebelumnya perbuatan melawan hukum tersebut hanya meliputi
perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku saja, namun kemudian oleh Hoge Raad memandang bahwa
perbuatan melawan hukum meliputi juga perbuatan yang bertentangan
dengan kesusilaan (geode zeden) dan perbualan yang bertentangan
dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan
kepentingan orang lain (indruist fegen de zorgvuldigheid, welke in het
maatschappeliik verkker ten aanzien van anders person of goed).

Perjuangan yang dilakukan oleh Lindenbaum dalam mencari keadilan
atas kasus persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Cohen atas
dirinya, diajukannya melalui Pengadilan di Amsterdam, namun upaya
Lindenbaum tersebut memang fidak beralan mulus karena dalam
pengadilan ditingkat banding justru Cohen yang dimenangkan dengan
alasan bahwa Cohen tidak pemah melanggar satu Pasalpun dari
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perundang-undangan yang beraku, namun akhimya Hoge Raad
membatalkan putusan tersebut dan memenangkan Lindenbaum.

Pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana yang tersebut
dalam putusan Hoge Raad tanggal 21 januari 1919 tersebut diatas, adalah
pengertian perbuatan melawan hukum materil, sedangkan pengertian
perbuatan melawan hukum formil adalsh suatu perbuatan yang
bertentangan atau felah memenuhi rumusan defik dalam perundang-
undangan.

Dalam Hukum Pidana Indonesia, Melawan hukum materfl harus berarti
hanya dalam arti negatif, artinya kalau tidak ada melawan hukum (materil)
maka merupakan dasar pembenar. Dalam penjatuhan pidana harus
dipakai hanya melawan hukum formil, artinya yang bertentangan dengan
hiukum positif yang tertulis, karena alasan asas Nulfum Crimen Sine Lege
Stricfa yang tercantum didalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana, atau asas ini
dikenal sebagai asas Legalitas,

Ajaran hukum materiel (leer der malereele wedermechfelikheid)
tersebut pertamakali dipelopori dan diperkenalkan di Indonesia oleh Prof.
Maeljatno, SH., Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Gajah Mada
dalam Pidato Dies Natalis VI Universitas Gajah Mada pada tahun 1855,
dimana menurut ajaran ini disamping perbuatan seseorang itu harus
memenuhi syarat formil, karena adanya asas Legalitas, perbuatan fu
harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang
tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan dengan, atau
menghambat akan fercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang
dicita-citakan untuk Indonesiamasyarakat yang adil dan makmur dan



Negara merdeka, bersatu dan berdaulat, seperti yang tercantum dalam
pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia.

Pencantuman unsur “secara melawan hukum® yang lebih khusus
dalam rumusan Pasal 378 KUHPidana maupun yang terdapat dalam
Pasal-Pasal lain dalam KUHPidana seperti yang antara lain tersebut
dalam Pasal 382 KUHPidana, menurut hemal Penulis adalah
pencantuman yang sangat berlebihan dan hiperbolis, oleh karena semua
tindak Pidana selalu melekat atau inhaerent unsur melawan hukum, sebab
bagaimana mungkin, dan sungguh aneh rasanya, bilamana sesuatu
tindakan atau perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana jika perbuatan

itu sungguh-sungguh bukan perbuatan melawan hukum.

c. Unsur K anyerahkan barang :
Unsur "Menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu * adalah
perlu bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang, akan tetapi

tidak perlu bahwa barang itu juga jatuh dalam kekuasaan crang lain.

antara lain ;

1. Menggunakan Nama atau Martabat Palsu.
Yaitu nama yang bukan sebenamya dan dari seorang pribadi(Natuurfijk

Person).

2. Tipu Muslihat.
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Merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat
menimbulkan dalih-dalih palsu dan gambaran-gambaran yang keliru
dan memaksa orang untuk menerimanya.

3. Menggerakkan orang untuk memberi Hutang
Hutang disini artinya perikatan, misalnya menyetor sejumiah jaminan
dimana hutang itu tidak peru dibuat untuk kepentingan pelaku atau
pembantu. Keuntungan yang dituju tidak perlu merupakan suatu akibat
lansung dari hutang diadakan.

4. Rangkaian Kebohongan.
Terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara berbagai
kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan
kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga
mereka secara fimbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu

seolah-olah merupakan suatu kebenaran.
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A.

BAE I
METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian.

Penelitian ini Penulis mengalokasikan khususnya pada kantor Pengadilan

Negeri Makassar, dipilihnya lokasi penelitian ini atas dasar pertimbangan

bahwa dimana Pengadilan MNeger Makassar sebagai tempat proses

penyelesaian kasus Tindak Pidana Penipuan ini dilaksanakan,

B. Jenis dan Sumber Data.

Jenis dan sumber Data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, vyaitu data yang diperoleh secara langsung dari  tempat

penelitian

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan,

dengan cara menelaah berbagai literatur, dokumen-dokumen serta
peraturan perundang-undangan yang beraku, yang ada relevansinya

dengan penulisan ini.

C. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1.

Untuk Data Primer, pengumpulan datanya dilakukan dengan cama
mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan beberapa pihak yang
terkait dengan kasus ini.

Untuk Data Sekunder, pengumpulan datanya dilakukan dengan cara

penulusuran dan menelaah buku serta dokumen-dokumen yang ada




kaitannya dengan obyek peneliian, untuk dijadikan sebagal landasan
teoritis.

D.  Analisis Data.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang
sudah terkumpul, akan dipergunakan metode Deskriptif analisis, Deskriptif
berari memaparkan serta menafsirkan data yang paling relevan dari
masalah yang di bahas dalam tulisan Ini, adapun analisis berarti data yang
tersusun tadi disusun secara sistematis lalu analisis berdasarkan metode

ilmiah yang ada.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Perkara

MNo.155/Pid.B/2007/PN.Makassar.

Keputusan Hakim tergantung dari proses pembuktian dan keyakinan hakim
dengan berdasar alat bukti yang diajukan dipersidangan yang diberikan dalam
bentuk putusan yang sifatnya memaksa. Sebagaimana asas hukum, dimana
hakim berperan aktif dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.

Dalam perkara MNo.155/Pid.B/2007/PN.MKS, majelis hakim perkara ini
mempunyai alasan-alasan dan pertimbangan-perimbangan dalam menjatubkan
putusan.pengadilan negeri Makassar yang memutuskan

Hasil wawancara penulis pada tanggal 27 juli 2008, dengan ibu Andi lena
Renishwari, SH. (salah satu hakim yang memutuskan perkara
No.155/Pid.B/2007/PN.Mks), mengenal kasus Tindak Pidana Penipuan yang
ditakukan oleh Drs. Jamaluddin Lily, selaku terdakwa yang dalam putusan majelis
hakim dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukli secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan dengan melanggar Pasal 378
KUHPidana, oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai
berikut :

1. Bahwa terdakwa Drs. Jamaluddin Lilly, Mba., Pada hari dan tanggal yang tidak
dapat diingat dengan pasti antara bulan nopember tahun 2004 sampai dengan
bulan februari tahun 2005 bertempat di kantor PT. Industri Kapal Indonesia
atay pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan

MNegeri Makassar, telah melakukan perbuatan dengan maksud
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menguntungkan diri sendiri atau crang lain secara melawan hukum, dengan

tipu musiihat ataupun rangkalan kebohongan menggerakkan orang lain untuk

menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

. Bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah

mengajukan saksi-saks| dipersidangan yang keterangannya telah didengar

dibawah sumpah.

. Bahwa telah didengar keterangan {erdakwa dipersidangan maupun yang ada

diberita acara pemeriksaan.

. Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 18 lembar surat

kuasa dari pemilik tanah kepada Muh. Saleh 1 rangkap surai perjanjian jual

beli fanah tertanggal B nopember 2004, 3 lembar kwitansi penerimaan uang

atas nama Muh.Saleh, 1 rangkap surat penawaran harga tanah dari

Muh.Saleh kepada PT. Industri Kapal Indonesia terianggal 14 ckicber 2004

serta 20 buah foto copy akte jual beli tertanggal 22 februari 2005 yang

kesemuanya dibenarkan oleh terdakwa.

. Bahwa sebelum pengadilan menyataan bersalah tidaknya terdakwa maka

terlebih  dahulu  harus dibuktlkan unsurunsur dan PasalPasal yang

didakwakan kepadanya dimana didalam dakwaannya melanggar Pasal 378

KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berkut :

a. Barangsiapa,

b. Dengan maksud menguntungkan dirfi sendiri atau orang lain dengan
melawan hak.

c. Dengan nama palsu atau keadaan p_aisu atau tipu muslihat ataupun
keterangan bohong, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu

barang, membuat atau menghapuskan piutang.
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6. Bahwa dengan terbuktinya keseluruhan unsur yang dimiliki pasal 378
KUHPidana, maka kesalahan terdakwa seperti disebut diatas dalam dakwaan
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan oleh karena itu
dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

7. Bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya halk-hal yang
menyatakan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya
maupun halhal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum terdakwa
balk menurut doktrin maupun yurisprudensi maka terdakwa harus
dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

8. Bahwa hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah sifat melawan hukum dari
perbuatan itu sendir dimana perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian
bagi orang lain, sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa
bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa belum pemah dihukum dan
terdaiowa mempunyai tanggungan keluarga.

9. Bahwa terdakwa pernah ditahan dalam tahanan kota dan penahanan atas diri
terdakwa tersebut adalah didasarkan atas Undang-Undang maka berdasarkan
Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

10.Bahwa meskipun dalam Pasal 187 Ayat (1) huruf k KUHAP ada ketentuan
yang menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat antara
lain perintah supaya terdakwa ditahan namun karena penahanan itu menurut
Pasal 1 butir 21 KUHAP harus dilakukan menurut cara yang diatur dalam
Undang-Undang ini maka apabila wewenang penahanan yang dimiliki
pengadilan Negeri ﬁah habis dipergunakan maka hakim pengadilan neger

tidak dapat memerintahkan agar terdakwa ditahan didalam putusannya(Vide
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Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No.8 Tahun 1985 Tanggal 1 Februari
1985),

11.Bahwa oleh karena terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka
berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dihukum pula untuk
membayar biaya perkara,

Adapun Pertimbangan Majelis Hakim yang tidak tertuang atau dicantumkan
didalam Putusan Perkara No.1565/Pid. B/2007PN.MKS., akan tetapi dalam
rapat Permusyawaratan Majelis Hakim telah disepakati sebagai salah satu
Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut yaitu mengenal
banyaknya pihak korban yang dirugikan akibat perbuatan terdakwa dimana
pihak korban tersebut berasal dari golongan menengah kebawah yang dalam
hal ini adalah karyawan daripada terdakwa itu sendiri.

B. Akibat hukum bagi pihak korban dengan dijatuhkannya Putusan
perkara No.155/Pid.B/2007/PN.Mks.

Dalam putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Megen
Makassar nomor perkara 155/Pid. B/2007/PN.Mks. yang menyatakan bahwa
terdakwa Drs.Jamaluddin Lily Mba., telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana penipuan dengan menghukum terdakwa
dengan pidana penjara selama 2 tahun. Dengan dijatuhkannya Putusan
tersebut, maka menimbulkan akibat hukum bagi pihak korban yaitu pihak korban
dapat menuntut ganti rugi dalam mengajukan gugatan perdata kepada terdakwa

Dirs. Jamaluddin lily.
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C. Posisi Kasus dan Analisis Tindak Pidana Penipuan nomor perkara
155/Pid.BI2007/PN.Mks.

C1. Posisi Kasus

Berdasarkan putusan perkara tindak pidana penipuan yang telah

didaftarkan pada kepanileraan pengadilan negeri makassar tanggal 05 Februari

2007 dengan register perkara nomor : 155/Pid.B/2007/PN.Mks. dengan duduk
perkara sebagai berikut :

1.

Awalnya direksi PT. Industri Kapal Indonesia(persero), pada tanggal 24

Februari 2003, membentuk fim pengadaan perumahan karyawan PT. IKL
Dengan sural keputusan direktur Nomor : 10/A/DIR-IKIVKPTS/ 1/2003, dengan
susunan yakni:

Drs. Jamaluddin Lily selaku ketua tim

Drs. A.H. Sudaryanto selaku wakil ketua

Ir. Sulaeman kadir selaku sekretaris

Ir. Muh. Isa selaku wakil sekretaris

Ir. Suhan selaku anggota

Akbar nur Amhk salaku anggota

Tim pengadaan perumahan ftersebut dibentuk dengan tujuan untuk

menyiapkan perumahan bagi 300 orang karyawan PT.IKl.(persero) dimana
tugas dari tim perumahan yang diketahui oleh terdakwa antara lain

3.

menunjuk lokasi yang

Mencari/menentukan lokasi tanah
Pengurusan administrasi dalam rangka pengadaan lokasi

Mengatur tata cara pembagian lokasi
Menetapkan jatah kapling tanah perumahan karyawan
Mencari developer untuk membangun perumahan

Tugas-tugas lain yang dianggap periu.

Dalam pencarian perumahan tersebut, terdakwa selaku  ketua tim
terletak didusun tassili kecamatan patallassang

kabupaten gowa dengan luas £87.542 NF({8,7 Ha), selanjutnya lokasi tersebut
disetujui oleh direks| PT.IKI, kemudian terdakwa selaku ketua tim yang akiif

34



seorang difi melakukan tawar menawar untuk melakukan negosiasi ataupun
tawar menawar mengenai harga dari lahan tersebut
4. Pada tanggal 08 Nopember 2004, terdakwa selaku ketua tim
pengadaan perumahan karyawan PT. IKI. Melakukan pengikatan dalam suatu
penanjian jual bell dengan Muh. Saleh sebagai orang yang mengaku sebagai
pemiiik tanah tersebut., dan dalam surat perjanjian jual beli tersebut, terdakwa
menyepakati  harga dari tanah seluas +87.542 M® dengan nilai Rp.
1.431.504.000.,(Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus
Empat Ribu Rupiah) atau +16000/M°, dimana dalam kenyataannya pemiilk
tanah dari lokasi tersebut bukanlah Muh, Saleh melainkan dimiliki cleh 21 orang
pemilik asli dari tanah tersebut antara lain sebagai berikut :
- Baso Bin Rahim dengan luas tanah 200 M?
- Cacce Binti Rahim dengan luas tanah 1.000 M2
- Cindasari Binti Yaso dengan luas tanah 1.600 M*
- Haljah Binti Sadu dengan luas tanah 2.000 M
- H. Cembang Dg. Nuntung dengan luas tanah 12.600 M?
- Sako dengan luas tanah 2.700 M*
- Abd. Rasyid Bin Talib dengan luas tanah 2.200 M*
- Yaris Bin Badollahi dengan luas tanah 2.200 M?
- H. Bali dengan luas tanah 2.200 M*
- Samsiah Binti Baso dengan luas tanah 2.500 M?
- Drs. Faharuddin dengan luas tanah 4.000 M
- Bakri Bin Maddu dengan luas tanah 3.700 M*
- Hamida Dg. Nai dengan luas tanah 3.100 M*
- H. Cembang Dg. Nuntung dengan luas tanah 3.400 M*
- Joha Binti Kiko dengan luas tanah 3.800 M*
- Musa Bin Siking dengan luas tanah 8.200 M*
- Muhlis Bin Saleh dengan luas tanah 5.200 M*
- H.M. Dahlan Jampu dengan luas tanah 3.933 M*
- Ahmad Bin Barakka dengan luas tanah 4.400 M
- Ali Bin Mangnga dengan luas tanah 10.010 M*
- Busoro Bin Nailing dengan luas tanah 8.600 M*
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5.. Saat melakukan pengikatan jual beii tanah, terdakwa mengetahul bahwa
Muh. Saleh bukanlah pemili sebenarnya dari lokasi didusun Tassili Kecamatan
Pattallassang Kabupaten Gowa dengan luas +87.542 MF, akan fetapi terdakwa
tetap melakukan pengikatan dengan membuat kesepakatan dengan Muh. Saleh
dengan menyepakati harga tanah tersebut dengan nilai Rp. 1.431.504 (satu
milyar empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat ribu rupiah) atau 18000
M, tanpa mencari tahu terlebih dahulu harga pembanding dari tanah disekitar
lokasi tersebut, padahal didalam tugasnya tim pengadaan rumah dapat
melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk kepentingan perusahaan.

B. Dengan adanya kesepakatan yang dibuat terdakwa dengan Muh. Saleh,
maka terdakwa meminta persetujuan direksi PT. Industri Kapal Indonesia{lKl),
terhadap isi perjanjian jual beli tersebut dengan cara meyakinkan kepada pihak
direksi PT.IKL. bahwa Muh. Saleh adalah benar pemilik dar tanah tersebut, dan
oleh direksi PT. IKI akhimya menyetujui harga dari tanah tersebut sesual
dengan perjanjian jual beli yang dibuat oleh terdakwa dan kemudian
memberikan pembayaran atas tanah kepada terdakwa +Rp. 1.400.762.000
dengan cara bertahap, yakni :

-  Pada tanggal 12 Nopember 2004 sebesar Rp. 280.000.000
- Pada tanggal 31 Januari 2005 sebesar Rp. 480.000.000
-  Pada tanggal 22 Februar 2005 sebesar Rp. 762.000.000

7. Yang mana semuanya diserahkan kepada terdakwa, yang kemudian pada
tanggal 22 Februari 2005, terdakwa melakukan penandatanganan Akta Jual
Beli untuk tanah seluas B7.542 M® yang teretak didusun Tassili Kecamatan
Pattallassang Kabupaten Gowa dihadapan PPAT Drs. Alwi Arifin camat
Kecamatan Pattallassang kabupaten Gowa, yang mana penandatanganan
tersebut terdakwa lakukan bukan bersama Muh. Saleh sebagaimana orang
yang mengikatkan diri dengan terdakwa dalam surat peganjian Jual Beli
tertanggal 08 Nopember 2004, melainkan bersama-sama pemilik tanah
sebenamya dari lokasi tarsebut. Dalam penandatanganan akte jual bell
tersebut, diketahui bahwa terdakwa membeli tanah tersebut hanya seharga
Rp. 5000-/M?, sedangkan harga yang dimasukkan kepada Direksi PT. Industri

Kapal Indonesia(IKl) adalah Rp.16000,-/M*
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8. bahwa dengan adanya akta Jual Beli yang ditandatangani oleh terdakwa
tersebut, maka sebenarmya harga tanah yang dibayarkan oleh terdakwa
kepada pemilik tanah hanya 4 Rp. 372.920.000,- sedangkan uang yang
diberikan oleh PT. Industi Kapal Indonesia kepada terdakwa untuk
pengadaan tanah perumahan karyawan PT.IKI. adalah Rp. 1400.762.000,-,
akibat dari perbuatan fterdakwa tersebut maka PT. Industri Kapal
Indonesia(persero) Makassar mengalami kerugian + Rp.1.027.842.000,-, atau
setidak-tidaknya sejumlah itu.

C2. Komentar dan Analisis Penulis

Berdasarkan putusan pengadilan negeri Makassar
No.155/Fid.BA2007/PN.Mks, yang menyatakan bahwa terdakwa Jamaluddin Lily
telah terbukii secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
penipuan.

Hasil wawancara penulis pada tanggal 27 Juli 2008, lbu Andi lsna
Renishwari, S.H.(Hakim Pengadilan Negeri Makassar), mangatakan bahwa
terdakwa Drs. Jamaluddin Lily, Mba, telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana penipuan, yang dalam pembuktiannya telah dihadirkan
bukti-bukti yang sah dihadapan persidangan balk dar keterangan saksi-
saksi terdakwa maupun barang bukti berupa 18(delapan belas) lembar surat
kuasa, 1(satu) rangkap surat perjanjian jual beli, 1{satu) rangkap surat penawaran
harga jual beli tanah dan 20(dua puluh) buah fotocopy akie jual beli tetap

terlampir dalam berkas perkara.

Dalam hal ini penulis juga menilai, berdasarkan hasil penelitian dan

wawancara dengan hakim pengadilan negeri makassar yang memutuskan

perkara ini, maka penulis beranggapan bahwa hakim pengadilan negen
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makassar dalam memutus perkara ini telah sesuai menurut aturan-aturan yang
terkait dengan lindak pidana penipuan serta putusan ini telah dijatuhkan
berdasarkan barang bukti dan saksi-saksi maupun keterangan saksi yang sah
menurut aturan yang felah ditetapkan didalam undang-undang sehingga
membuat terdakwa patut dipersalahkan dan dijatuhi hukuman,




BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan maka dapat
disimpulkan sebagai berikut ;

p

Hakim Pengadilan MNegeri Makassar dinilai dalam melakukan
pertimbangan-pertimbangan telah sesuai menurut aturan-aturan yang terkait
tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Drs. Jamaluddin Lily, MBA,
baik dari proses pembuktian dan keyakinan hakim dengan berdasar alat bukti
yang diajukan dipersidangan maupun pertimbangan-pertimbangan yang diambil
dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang hasil dari musyawarah tersebut
tidak dicantumkan didalam amar putusan, sebagaimana asas hukum, dimana
hakim berperan aktif dalam menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara
berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan, maka
putusan hakim pengadilan neged Makassar telah sesuai dimana dalam
putusannya dinyatakan bahwa :

- Terdakwa Jamaluddin Lily telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana penipuan.
- Menghukum terdakwa Jamaluddin Lily dengan pidana penjara selama 2(dua)

tahun.
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan agar barang bukti 18{delapabelas) lembar surat kuasa, 1(satu)

rangkap surat perjanjian jual-bel, 1(satujrangkap sural penawaran harga beli
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berkas perkara.

- Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
1.000(seribu rupiah).

2. Akibat Hukum bagi pihak korban dengan dijatuhkannya putusan perkara
No. 155fPid.EfEﬂDT.FFH.MI-;s.. adalah pihak korban dapat menuntut ganti rugi
dalam mengajukan perkara perdata di pengadilan negeri makassar, terhadap
terdakwa Drs. Jamaluddin Lily.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis dapat menyampalkan saran dan solusi

sebagai berikut :

1.

Diharapkan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana
penipuan pada kasus yang sama yaitu dalam hal menjatubkan suatu putusan
harus selalu mencantumkan setiap pertimbangan-pertimbangan dan penilaian-
penilaian secara terperinci didalam putusan, agar semua pihak yang membaca
putusan tersebut dapat mengerti mengenai hal-hal yang ada didalam putusan

lerkait kasus tindak pidana penipuan tersebut.
Diharapkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tetap

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait kasus tindak pidana
penipuan serta dapat memperhitungkan akibat hukum yang ditimbulkan bagi

pihak korban dari pelaksanaan putusan tersebut.
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PUTUSAN
MNomor: 155/Pid.B/2007/PN. Mks
« BEMT KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ©
Pengadilan Megeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acard pemeriksaan
bin;u telah menjatuhken putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :
Nama . DRS, TAMALUDDIN LILY, MBA.
Tempat lahir : Pare-Pare.
Umur/Tgl Lahir 53 Tahun/ 14 April 1953.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan . Tndonesia.

Tempat tinggal  * 71. ABD Dg Sirua No. B8 Makassar.

Agama : Islam,
Peker jaan . Karyawan PT. Tndustri Kapal Indonesia (Persera) .
Terdakwa telah ditahan dalam tahanan kota oleh :

- Penuntuf umum sejak tanagal 23 januari 2007 sampai dengan tanggal 13

pebruari 2007 :

Majelis Hakim sejak tanggal 25 J anuari 2007 sampai dengan tanggal &

Maret 2007 :

-. Perpanjangon Ketua Pengadilan Megeri sejak tanggal 7 Maret 2007

sampai dengan tanggal 5 Mei 2007 .

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya MAHYANTO MASDA, SH dan

berdasarkan sural Kuasa Khusus Ne, 018/5K/BM-

B MUH. YASSER YUNUS, 5H

¥ R ——




dilan Negeri
_Pengadiian Negeri Makassar dengan No, 25/Pid/07/KB tangga! 21 Pebruari
207 : -

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penefapan Ketua Pengodilan Megeri Makassar Mo

155/Pid.B/2007/ PN.Mks tentang penunjuken Majelis Hakim yang memeriksa

gan menguditi perkara ini :

Teloh membaca Penetopan ketua Majelis Mo, 155/Pid.B/2007/Pi.Mks tanggal
05 Pebruari 2007 tentang penentuan hari dan tanggel sidang pertama perkara
tersebut

Telah membaca berita Acara pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh
penyidik serta surat-surat lain yang terlempir dalam berkas perkara ;

# Telah mendengar keferangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang
berpendapat bahwa kesalahan terdakwa seperti yang didakwakan kepadanya

dalam dokwaan pertama telah terbukti dan oleh karenaya menuntut ogar

majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan :

1. Terdakwa terbukti secard sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana " Penipuan * sebagaimana dalom dakwaan pertama .

2, Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6

( enam ) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya status

tahanan Kota/tahanan sementara yang dijalani oleh rerdakwa, dengan

pr:r'in'rﬂh agar terdakwa ditrahan :

3 Menetapkan barang bukti berupa

Y ' # em e limmmed e dlvils Salals -




L T
angkap surat perjanjian jual beli tanah tertanggal OB
Nepember 2004,

3 lembar kwitansi tanda penerimaan uang atasnama Muh, Saleh :

1 rangkap surat penawaran harga jual beli tanah dari Muh. Saleh
kepada PT. IKI tanggal 14 Oktober 2004 ;

20 buah fotocopy akte jual beli bertanggal 22 Pebruari 2005
dengan pihak pembeli adalah Brs Jamaluddin Lily, MBA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4, Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.-

{ seribu rupiah )|

Telah mendengar pembelaan Penasihat hukum terdakwa yang pada dasarnya

berpendapat bahwa kesolohan terdokwa seperfi yang didakwakan oleh

Taksa Peruntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melawan

hukum dan karena ity memohon agar Majelis Hakim memutuskan ;

1.

-

Menyatakan menurut hukum bohwe dokwoan Penuntut Umum
mengenai pasal 378 KUHP tidak terbukti secar sah dan
meyakinkan .

Menyatakan menurut hukum membebaskan terdakwa daori segala
tuntutan hukum ( vrijspraak ) . atau setidak tidaknya melepaskan
terdakwa  dari segala  tunfuttan hukum [ ontslag

vanrechtsvervolging ) :

Merehabilitasi nama baik, harkat martabat serta hak-hak

terdakwa .

I-.ﬁni-'..rrl'l hii:"-il'"l ﬂﬂ‘f‘t'l'ﬂm t{ﬂm{iﬂ NE.ETCLI"‘EI :'
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lah i
TE:.E mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum yang poda dasernya
ertah
mempertanankan tuntutannya berikut duplik Penasihat hukum terdakwa
yang pada dasarnya mempertahankan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihodapkan dipersidongan Pengadilan

Negeri Makassar oleh Jaksa Peruntut Umum atas daser dakwaan sebagai

berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa Drs. JAMALUDDIN LILY, MBA pada hari dan tanggal yang tidak
dapat lagi diingat dengan pasti antara bulan Nopember tahun 2004 sompai dengan
bulan Pebruari  tahun 2005 atou pada suatu walktu anfora fahun 2004 sompal dengan
yahun 2005, bertempat- di kantor PT. Industri Kapal Indonesia ( Persero ) jalan
Galangan Kapal Nomor 31 Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk

} doeroh hukum Pengadilan Makassar, dengan maksud mengunntungkan diri sandiri

atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian

kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerghkan barang sesuatu

kepadarya, perbuatan mand dilakukan terdakwa dengan cara sebogat berikut -

4 Awalnya Direksi PT. Industri Kapal Indonesia pada tanggal 24 Februari 2003

membentuk Tim Pengadaon Perumahan
syrat Keputusan Direksi Nomor : 10 A/DIR-

Karyawan PT. TIndustri Kapal Indonesia

& [ Persero } dengan

TKT/KPTS/TL/2003, dengan susunan yakni:
brs Jamaluddin Lily, MBA selaku Ketua Tim ;

Drs. AH sudaryanto seloku Wakil Ketua |
rs. AL

1r. Sulaeman Kadit Selaku Sekretaris
F.

Lt ] o SRSELYS R



Ir. Suhan Selaku anggota |

Akbar Nur AMHK Selaku anggota |

'\ +im Pengadaan Perumahan tersebut dibentuk dengon tujucn untuk menyiapkan
!‘Fu‘uﬂ'ﬂl'“‘“ bagi ¢+ 360 orang karyawan PT, Industri kapal Indonesia [ Persero ).
Tugas dari Tim Perumahan yana diketuai oleh terdakwa tersebut antara lain

1 Mencari / menentukan lokasi tanah ;

2. Pengurusan administrasi dalam rangka pengadoan lokasi

3, Mengatur tata cara pembagian lokasi

4. Menetapkan jatah kapling fanoh perumahan perkaryawan

5. Mencari develdper untuk membangun perumahan dan sumber pendanaan

(KPR}

6. Tugas-tugas, lain yang dianggap periu

Anggaran yang dipergunakan dalam pengadaan perumnhm bogi karyawar FT.

Industri Kapal Indonesia (Persero) tersebut adalah hasil keuntungan perusahaan

tahun 2003 dan tohun 2004, yang mend merupakan hak dari karyawan PT.

Industri kapal Indonesia (persero y di Maknssar, karena merupakan bonus

karyawan atou dengan kata lain josa produksi karyawan nesia (persero) di

Makassar, karena merupakan bonus karyawan atay dengan kata lain jasa produks|
!mnwmnse.bzﬂﬂrﬁgnmhngnjh namiun tekris pergguroan/ pﬂwuwmﬂ?elﬂ!diﬂqmmﬁ
artara Direkst PT-Industri kapol Irdoresia dengan perwakilan karyawan / Serikat Peker ja

untuk diberikan da'am bentuk pengadaan perumahan.

Bahwa berdasarkan uraian tugas dalam Surat Keputusan Direksi PT. Industri Kapal

Irdonesia (persero) homor 10/GTR-TKL/KPTSAL/2003 tersenut, mokn terdalowa selalu




yong chan digunakan sebogai fempat pembangunan perumohon bagi Karyewen PT.

[ndustri kopol Indonesia (persero). Dalom pencarion tersebut, terdakwa seloku Kefua Tim

enunjuk lokasi yang tedetok di dusun Tassill kecomatan Pattaliassang Kabupaten Gowd
dengon luast 87542 NF (87 Ha).

gelanjutrya setelah lokasi di dusun tassilli Kecamatan Pattollassang Kabupaten Gowa
sorsebut disetujui oleh Direksi PT. Tnclustri Kapal Tndonesia (perser) urttuk di jodikan lokasi
pembangunan perumahan karyawan PT. Tndustri Kapal Tndanesia (persero), terdakwa

celaku Ketua Tim yang oktif seorong diri untuk melakukan negeisasi atouptn tawar

menawar mengenai harga dar lahan tersebut.

Pn:h#wggulﬂﬂmpembwzm&,mﬂumsaﬂuﬁemﬁﬂ Perumahan Karyawan PT.
mﬁwmrmwm]mwmwwmmmmmmmﬂw
Bali dengon Muh. %wmmm@mmilktumh vepsebut, dan dalam

surat Perjanjion Jual beh itu, terdalwa menyepakati harga dari taroh selas 87542 M2

dengan nilai Rp. 1431504.000 - ( safu milyar empat ratus tigd puluh satu juta lima ratus

empat ribu rupiah) atau t Rp; 16.000 / MZ.

Dalam kemyatoanmya permilik tanch sebenarmya dor lobeasi f-Eﬂ'SEhﬂthMTH'i Muh. Saleh

pengakaan serdalowa kepada Direksi PT. Tndustri Kapal Indoresic (persero)

(persero). Pemilik sebenariyd dari lokasi

Tassilli kecamatan pattallassang Kabupaten Gowa adalah

{. Baso Bin Rahim dengan luas tanah 900 M2

2 Cacce Binti Radja dengan luas tangh 1.000 M2

woa oty kD



. Halijoh Binti Sadu dengan luas tanch 2,000 M2

5. H. Cembang Dg. Nuntung dengan luas tanah 12.600 M2

6. Sako dengan luos tanah 2,700 M2

7. Abd. Rasyid in Talib dengan luas tanch 2,200 M2
B. Yaris B n Badollahi dengan luas tanah 2.200 Mz
9. H. Bali dengan luas tanah 2.200 M2

10, Samsiah Binti Baso dengan luas tanah 2.500 2
11. Bre. Faharuddin dengan luas tanah 4.000 M2

12. Bakri Bin Maddu dengan luas tanah 3.700 M2
13, Hamida Dg.Nai dengan luas tanah 3.100 M2

14 H. Cembang Dg.Nuntung dengan luas fanah 3.400 M2
15. Joha Binti Kiko dengan luas tanah 3.900 M2

1& Muse Bin Siking dengan luas tanah 8.200 M2

17. Muhlis Bin Saleh dengan luas tanah 5.200 M2
18. H.M. Dahlan Jampu dengan luas tanch 3.933 Mz
19. Ahmad Bin Barakka dengan luas tanah 4.400 M2

20.Ali Bin Mangnga dengan luas tanah 10.010 M2

51_Busora Bin Nailing dengan luas tarah 8.600 ME

Bohwa terdakwa mengetahul jika Muh. Saleh bukaniah pemlliksgham'riw:hri Lokasi di
E:- busun Tassilli kecamaton Pattallassang Kabupaten Gowa dengan luas + 87342 M2, akan
revapi terdakwa tetap melakukan pengikatan dan membuat kesepakatan dengan Muh
mehm@rﬁmwmwmmhﬂ.wmmmmﬂu1¢bm dahuly dengan

anggota Tim Pengadaan perumahan Karyawan lginmya. Dalam kesepakatan tersebut,




kecamatan P{II"ruItussuﬂg
Kabupaten Gowa dengan ik Rp. 1431504.000-- ( satu milyer

ratus i iuta §
empat mmhhmymmmmﬁmmmh}mgnpmm:mafmm

mencari fahu tedebih dahyly harga pembanding dari tarch disekitar lokasi

tersebut, padahal dalam yraian Surat Keputusan Direksi PT. Industri Kapal

Indonesia (persero) tentang pembentukan Tim Perumahon karyawan tersebut
terdakwa juga diberikan Tugas untuk melakukan hal-hal yang dianggap pertu
untuk mensukseskan tugasnya .

Bahwa dengan adanya kesepokatan yong dibuat terdakwa dengan Muh Saleh dengar
surat perjanjian Jual Beli tertanggol 08 Nopember 2004, yang mana menyepakati
harga dari tanoh seluas B7.542 M2 yang terletok di dusun Tassilli kecamatan
Pottallassang Kabupaten Gowa dengan nilai Rp. 1431.504.000.- (satu milyar empat
ratus tiga puluh sate jute lima ratus empat ribu rupiah ) atau & Rp. 16.000 / m2,
maka terdakwa meminta persetujuan Direksi PT. Industri Kapal Indenesia
(persero) terhadap isi Surat Pejanjian Jual beli tersebut dengan cara meyakinkan
kepada pihak Direksi bahwa Muh. Soleh adaloh berar pemilik dari tanah tersebut,
dan oleh Direksi PT . Industri Kapal Indonesic (persero) akhirnya menyetujui
harga dari tanah fersebut sesuai surat perjanjian jual beli yang dibuat oleh
terdakwa.

Bahwa dengan adamya persetujuan dari Direksi PT. Industri kapal Indonesia
(persere) terhadap surat perjanjian yang dibuat oleh terdakwa fersebut, maka pihak
PT Inclustri kapal Indonesia (persero) memberikan pembayaran + Rp, 1.400.762.000 -
‘. - dg;'rgEHq cara bertohap, yakni |

- pada tanggal 2 Nopember 2004 sebesar Rp. 280.000.000 -

-



Yang mana semuanya diserahkan kepada Terdakwa

| Bahwa pada. tanggal 22 Pebruari 2005, terdalova melaiuian penardatangaran Akta
§ ool et itk tanoh sekus 87.54% M2 yang terierok o dusn Tasill kecomatan
Pattallassang  Kabupaten Gowa dihadapan PPAT Drs. Alwi Arifin camat
Kecamatan F‘ﬂ'l"l':["usgung Kabtipaten Gowa, yang mana. penandatanganan tersebut
terdakwa lakukan bukan bersama Muh, Saieh sebagaimana arang yang mengikatkan
g diri dengan terdakwa dalam Surat perjanjian Jual Beli tertanggal 08 Mopember
2004, melainkan bersama dengan masing-masing pemilik tanah sebenamya dari lokasi
tersebut Dalam penardatanganan akte Jual beli tersebut. di ketahui bahwa
terdakwa membeli tanah tersebut hanya seharga Rp. 5.000.- M2, sedangkan harga
yang dimasukkan kepada pihak Direksi PTIndustri kapal Indonesia adaloh
Rp.16.000,- / M2.

Hal tersebut berdasarkan Akta jual beli yang ditandatangani eleh terdakwa masing-
masing dengan nomor sebagai berikut :

1. AJB No53/AKTA/KPTL/IL/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 atas rama pemilik
Baso Bin Rahim dengan luas tanoh 900 M2 dengan harga Rp. 4.500.000 - dibuat
di depan Kepala Kecamatan Pattallassang Kebupaten Gowa ;

2. AJB No54/AKTA/KPTL/TL/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 atas nama pemilik
Cacce Binti Radja dengan luas tanah 1.000 M2 dengan harga Rp. 5.000.000 -
dibuat di depan Kepala Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa ;

3. AJB No.B5/AKTA/KPTL/IL/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 atas nama

pemilik Cindasari Binti Yaso dengan luas tanah 1.600 M2 dengan harga Rp.



8.000.000 dibyat d;
di depan Kepala Kecamatan Pattallassang Kabupaten

Bowa :

AJB No.56/AKTA/KPTL/IT/2005 tanagal 22 Pebruari 2005 atas nama pemilik
Halijoh Binti Sady dengan luas tanah 2,000 M2 dengan harga Rp.
10.000.000 - dibuat di depan Kepala Kecamatan Pattallassang Kabupaten
Gowa ;

- AJB No.37/AKTA/KPTL/II/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 ates mama
pemilik H. Cembang Dg. Nuntung dengan luas tanah 12.600 M2 dengan
harga Rp. 30.870.000- dibuat di depan Kepola Kecamatan Pattallassang
Kabupaten Gowa;

. AJB No58/AKTA/KPTL/II/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 atas nama pemilik
Sake dengan luas tanch 2.700 M2 dengan harga Rp. 13.500.000 - dibuat di depan
Kepala Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa :

. ATE No59/AKTA/KPTL/IT/2005 tanggel 22 Pebruari 2005 atas nama pemilik
Abd. Rasyid bin Tallb dengan laus tanch 2200 M2 dengan harga Rp.
11.000.000 - dibuat di depan Kepala Kecamatan Pattallossang Kabupaten
Gowa ;

 ATB No.60/AKTA/KPTL/TI2005 tanggai 22 Pebruari 2005 atas nama pemilik
Varis Bin Badollahi dengan luos tanah 2200 M2 dengan harga Rp. 11.000.000 -
dibuat di depan Kepala Kecamatan Pattallassang kabupaten Gowa

" ATB No.61/AKTA/KPTL/II2005 tanggal 22 Pebruari 2005 alas ramo
pemilik H. Bali dengan luas tanah 2.200 M2 dengan harga Rp. 11.000.000 -

dibuat di depan Kepala Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa



10. ATB Mo b2/AKTA/KPTL/IT/ 2005 tanggal 22 Pebruari 2005 atas nama

pemilik Samsich Binti Baso dengan luas fanah 2500 M2 dengan harga Rp.
12.500.000 dibuat di depan Kepala Kecamatan Pattallassang Kabupaten
Eowa

11. ATB No.63/AKTA/KPTL/II/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 ates nama
pemilik Drs, Fahoruddin dengan luas tanch 4000 M2 dengan harga Rp.
20,000.000 - dibuat di depan Kepala Keeamatan Pattallassang Kabupaten
Gowa

12. ATB No.64/AKTA/KPTL/IL/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 atas nama pemilik

Bakei Bin Maddu dengan luas fanah 3.700 M2 dengan harga Rp. 18.500.000~

dibuat di depan Kepala Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa

13. ATB No65/AKTA/KPTL/TL/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 atas nama pernilik
Hamida DgiNai dengan s tanch 3100 MZ dengan harga Rp. 15.500.000 -
dibuat di depan Kepala Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa

14, AJB Ho_aﬁmi:TMHFTUqumﬁ tanggal 22 Pebruari 2003 atas nama
pemilik H. Cembang DgMuntung dengan luas tanah 3.400 M2 dengan harga Rp.
15 500,000 dibuat di depan Kepala Kecamatan Pattallassang Kabupaten
zowa

15. ATB No 87/ AKTA/KPTL/TL/2005 fanggal 22 Pebruari 2005 atas nama Joha
Rinti Kiko dengan luas fanah 3.900 M2 dengan harga Rp. 19500000 - dibuat di
depan Kepala Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa

16. ATB No.68/ AKTA/KPTL/LII/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 atas nama

Musa Bin Siking dengan luas tanah 8,200 M2 dengan harga Rp. 41,000,000 -
usa
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17.AJB ND.&?fﬁKTﬁfﬂFMHE{ﬂﬁ tanggal 22 Pebruam £UUD mius 1wk

Mullis Bin Saleh dengan luas tanah 5200 M2 dengan harga Rp. 26.000000,-
dibuat di depan Kepala Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa

18. ATB No.70/AKTA/KPTL/IL/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 atas nama HM,
Dahlan Jampu dengan luas tanah 3933 M2 dengan harga Rp. 23.598.000-
dibuat di depan Kepala Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa

19. ATE No71/AKTA/KPTL/II/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 ofas nama
Ahmed Bin Barakka dengan luas tanch 4.400 M2 dengan harga Rp.
22 000.000 - dibuat di depan Kepala Kecamatan Pattallassang Kabupaten
Gowa

20.AT8 No.72/AKTA/KPTLAL/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 atas nama
Ali Bin Mangnga dengan luas tanah 10.010 M2 dengan harga Rp. 50.050.000 -
dibuat di depan Kepala Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa

21. AJB Mo 73/AKTA/KPTL/IL/2005 tanggal 22 Pebruam 2005 atas r-mur
Busoro Bin Naping dengan luas tanah 8600 M2 dengan harga Rp. 22.000.000 -
dibuat di depan Kepala Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.

Bahwa dengan adanya akta jual beli yang ditandatangani oleh terdakwa tersebut,

maka sebenarmya harga tanch yang dibayorkan oleh terdakwa kepada pemilik tanah

harya = Rp. 372 920.000,- sedangkan uang yang diberikan oleh PT, Industri kapal

Indonesia kepada terdakwa untuk pengadaan tanah perumahan koryowan PT.

Irdustri Kapal Indonesia adalah + Rp. 1.4{}[},?&2,!}!:;!}.— )

Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka PT. Industri kapal Indonesia (perserc)

ataupun Karyawan dan PT.Industri kapal Indonesia (perserc) Maokassar mengalami

sl . D 1 OPT RAZ 000 - atau satidak-tidaknya sejumlah itu.



Menimba ' i
ng, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bUKTI

berupa 18 lembar surat kuasa dari pemilik tonah kepada Muh. Saleh, 1 rangkap
surat perjonjian jual beli tanah tertanggal 8 Nopember 2004, 3 lembar
kwitansi penerimaan uang atasnama Muh, Saleh , | rangkap sura? penawaran
harga tanah dari Muh, Saleh kepada PT. TKT tertanggal 14 Oktober 2004
serta 20 buah fotocopy akte jual beli tertanggal 22 Pebruari 2005 yang
kesemuanya dibenarkan oleh terdakwa |

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menyatakan bersalah fidaknya
terdakwa maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur dari pasal-pasal
yang didakwakan kepadanya dimana dalam dakwan perfama terdakwa didakwa
melanggar pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikiit :

a. barang siapa ; |
b. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
dengan melawan hak :
¢. dengan nama palsu atou keadaan palsu atau Tipu muslihat ataupun
keterangan bohong, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu
barang, membuat utang atau menghapus piutang :
ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siopa disini adalah
setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa berperan sebagai pelaku
tindak pidana

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Drs Jamaluddin Lily, MBA

sebagai terdakwa dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana

Linnbstlian Aimuba makn nsure barana siapa telah ferpenuhi menurut hukum |,
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MR s sejouh mona peran terdakwa dalam peristiwa pidana

tersebut akan diuraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ;

ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atou orang
lain dengan melawan hukum :

_ Menimbang, bahwa perkataan dengan maksud disini merupakan opzet
dalam arti sempit sehingga maksud dari sipelaku itu tidak beleh di tafsirkan
lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unfuk membuktikan unsur tersebut diatas maka
perly dikemukakan beberapa fakta hukum yang diperoleh dari hubungan dan
persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang
bukti yang diajukan dipersidangan antara lain sebagai berikut :

bahwa benar tahun 2003 /2004 Dewon Direksi PT. IKI Makassar

mengambil kebijakan untuk memberikan bonus kepada karywan PT. IKI

Makassar yang diambil dari keuntungan perusahaan, kebijakan mana lalu

dibawa dalam rapat dewan Direksi dengan karyawan dimana dalam rapat

tersebut disepakati dan diputuskan bahwa pemberian bonus tersebut
tidak akan diberikan kepada karyawan daolam bentuk uang melainkan
dalam bentuk kapling tanch unfuk perumahan yang pelaksanaannya
diserahkan kepada Tim yang dibentuk khusus untuk itu ;

. bahwa benar Direksi kemudian membentuk Tim dengan mengeluarkan
surat keputusan tanggal 24 Pebruari 2003 No. 1017/DIR/-

IKI/KPTS/IL/2003 dengan susunan Tim sebagai berikut : terdakwa

Lol ks Tim  Sudarvanta sebaanl wakil ketua, Ir. Sulaiman Kadir
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sebagai Sekretaris | Ir, Muh, Isa sebagai wakil sekreTaris Lr sunan dus
Akbar Nur AMAK masing-masing sebagai anggota dengan tugas unfuk
mencari dan menentukan  lokasi tenah, melakukan pengurusan
adminitrasi dalam rangka pengadaon tanah, menetapkan jatah kapling
karyawan dan mencari deplover untuk pembangunan rumah ;

behwa benar terdakwan kemudian didatangi Muh. Saleh untuk
menawarkan loaksi fanah di Dusun Tassili Kecamatan Pattalassang Kab.
Gowa yang luasnya sekitar 8,7 ha dengan harga Rp. 17.500/M2 namun
terakhir  disepakati bahwa besarnya harga tanah  tersebut
Rp. 16.000/M2 yang kemudian menjadi dasar perhitungan harga tanah
secara keseluruhan sebagaimana ditetapkan dalam surat perjanjian Jual
beli tanah perumahan keryawan tanggal B Mopember 2004 yaitu
Rp. 1.400.762.000.- ;

bahwa benar keseluruhan dana pengadaan tanah bagi karyawan PT. TKI
tersebut telah diterima oleh terdakwa dari Direktur Keuangan secara
bertahap sesuni dengan isi perjanjian jual beli tanah tersebut dan
kemudian menyerahkannya kepada Muh. Saleh secare bertahap pula
yaitu pada tanggal 12 Mopember 2004 sebesar  Rp, 280.000.000.-, pada
tanggal 31 Januari 2005 sebesar Rp. 480.000.000.- dan pada tanggal 22
Pebruari 2006 sebesar Rp. 700.762.000.- yang oleh Muh. Saleh dana
tersebut- dibayarkan  kepada  para pemilik  tanah  sebesar
Rp 400.000.000.- karena ternyata bahwa harga tanah sesungguhnya
bukan Rp, 16.000/M2 seperti terlihat dalam surat perjanjlan jual beli

tonb +otani hanva Ro 5.000/M2 seperti termuat dalam 20 akte jual



beli tanah sehingga jelas nampak odanya selisih harga Tanan seuesu
Rp. 11.000/M2  yang jika dikalikan dengan luas tanah B7.542 M2 maka
selisihhyn Rp. 1.02 842.000.- yang menjadi keuntungan bagi Muh. Saleh ;
bahwa keuntungan MUh. Saleh seperti tersebut diatas tidak dinikmati
sendiri tetapi telash membagikannya kepada beberapa orang antara lain
Saleh Dg ;Sese sebesar Rp. 300.000.000-, Daoeng Lau sebesar
Rp. 200.000.000. Dg Tompe sebesar Rp. 36.000.000- dan kepada
terdakwa sebesar Rp. 50,000.000.- sebagai tanda ucapan terima kasih
dan oleh terdakwa dana sebesar Rp. 50.000.000.- tfelah dibagaikan
kepada seluruh anggeta Tim dengan perincian sebagas berikut , Drs. AH,
Sudaryanto sebesar Rp. 12.000.000.-, Ir Suhan Rp. 5.000.000, Akbar
Nur Rp. 5.000.000, Sulaiman Kadir Rp. 6.000,000.- dan Ir Muh. Isa MM
Rp. 10.000.000.- ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas maka telah
nyata bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan adanya keuntungan
bagi diri sendiri ataupun orang lain sehingga jelas bahwa unsur dengan
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan
hukun telah terpenuhi menurut hukum |
ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atou keadaan palsu atau tipu

muslihat atou karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya
memberikan sesuatu barang, membuat utang atou menghapus
piutang :

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut adalah terdiri dari

O SO p—— | 2. 1 cehinaga yang harus dibukfikan adalah unsur



yang relevan

dengan perbuatan yang didakwakan yaitu dengan karangan
erkat 1
P aan  bohong membujuk supaya orang memberikan sesuatu barang,

membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan
ternyata :

- bahwa benar terdakwa sebagai ketua Tim pengadaan tanah untuk
perumahan karyawan PT. IKI Makassar telah melakukan kegiatan
PEI—lgﬂdﬂﬂn tanah untuk pembangunan perumahan karyawan yang
terletak di Dusun Tassili Kecatamatan Pattalassang Kab, Gowa pada
akhir tahun 2004 sampai dengan awal Tahun 2005

- bahwa benar terdakwa sebagai Ketua Tim pengadaan tanah Karyawan
PT. IKT Makasar teloh membuat surat perjanjion jual beli tanah
perumahan karyawan tanggal 3 Mopember 2004 dengan Muh. Saleh
yang bertindak untuk dan atasnamanya sendiri sebagai pemilik tanah
padahal dalom kenyataannya IMuh. Saleh bukanlah pemilik tanah
sebenarnya dari tanah yang terletak di Dusun Tassili fersebut ;

_ bahwa selain daripada itu surat perjonjian jual beli tersebuf
terdakwa edarkan kepada anggota Tim yang lain untuk membubuhkan
parafnya dengan menyatakan bahwa paref saja karena Direksi telah

menyetujuinya sehingga anggota Tim yang lain ikut membubuhkan

paraf pada surat perjanjian dimaksud dan dengan disetujui harga
tanah yang tercantum dalam suraf perjanjian jual beli itu maka

Direktur Keuangan PT. IKI menyerahkan kepada terdakwa uang

s [ e Rlbimmee (e 16 W2 wvARA



diterima terdakwa secara bertahap yaitu perfama seoesar

Rp. 2B0.000.000-, kedua Rp. 480.000000.- don ketiga

Rp. 700.762.000.- dana mana kemudian oleh terdakwa diserahkan

seluruhnya kepada Muh. Saleh untuk dibayarkan kepada pemilik tanah

yang sesungguhnya dan ternyata horga tanah dilapangan hanya

Rp. 5,000/M2 sangat berbeda dengan harga yang ditetapkan dalam

perjanjion jual beli tersebut yaitu Rp. 16.000/M2 jadi jelas bahwa

Muh. Saleh hanya membayar Rp.  400.000.000- dari

Rp. 1.400.762.000.- sehingga tofal selisih harga tanah yang dikuasai

Muh. Saleh sebesar Rp. 1,027 842.000.-

. bahwa benar pada pencairan tahap terakhir ternyata kondisi
keuangan PT. IKI sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan
pembayaran sehingga harus mencari sumber pendanoan dengan
membuat utang dari PT. Putri Tunggal dan karena itu dana yang
dicairkan tahap terakhir sebesar Rp. 700.762.000 adalah merupakan
pinjaman dari PT. Pufri tunggal kepada PT. IKI :

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum seperti terurai diatas
maka jelas bahwa unsur ketiga fersebut telah terpenuhi pula menurut
hukum ;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya keseluruhan unsur ‘yang
dimiliki oleh pasal 378 KUHP maka kesalahan terdakwa seperti disebut
dalam dakwaan pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut

hukum dan oleh karena itu dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Qipersiunga
tidak l:li'l‘tmuléﬂn adanya hal-hal yang menyatakan terdakwa tidak dapat
dipertanggung jowobkan otas perbuatannys maupun hal-hal yang dapat
menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa baik menurut
dokfrin maupun yurisprudensi maka terdakwa harus dipersalahkan dan
dijatuhi pidana ; "

Menimbang, bahwa untuk menetapkan hukuman yang tepat bagi
terdakwa maka sudah menjodi  kewajiban bagi pengadilan untuk
mempe:-timbangkan  hal-hal  yang memberatkan dan hal-hal yang
meringankan ferdakwa ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan adalah sifat melawan
hukum dari perbuaten itu sendiri dimana perbuatan tedakwa telah
menimbulkan kerugion bagi orang lain , sedangkan hal-hal yang meringankan
adalah terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa belum pernah
dihukum dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada hal-hal tersebut diatas
maka pengadilan berpendapat bahwa adalah tepat dan adil jika terdakwa
dijatuhi pidana yang akan disebutkan pada amar putusan ini ;

Menimbang, oleh karena terdakwa pernah ditahan dalam tahanan
kota dan penahanan atas diri terdakwa tersebut adalah didasarkan atas
undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya
terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

di jatuhkan |
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Menimbang, bahwa meskipun dalam pasal 197 ayat (1) huruf k

KUHAP ada ketentuan yang menyebutken bahwa surat putusan pemidanaan
harus memuat antara lain perintah supaya terdakwa ditahan namun korena
penahanan ity menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP harus dilakukan menurut
cara yang diatur dalam Undang-Undang ini maka apabile wewenang
penahanan yang dimiliki Pengadilan Negeri sudah habis dipergunakan maka
Hakim Pengadilan Megeri tidak dapat memerintahkan agar ferdakwa
ditahan didalam putusannya. { Vide Surat Edaran Mahkamah Agung RT No. 8
tahun 1985 tanggal 1 Pebruari 1985 ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi
pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus
dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan pada
amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan ;ndurng—mdnng yang bersangkutan dengan
perkara ini khususnya pasal 378 KUHP dan undang-undang Mo, B tahun 1981
tentang KUHAP :

MENGADILI
- Menyatakan terdakwa DRS. T AMALUDDIN LILY MBA telah
serbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan findak

pidana * PENIPUAN *

Menghukum terdakwa fersebut oleh karena itu dengan pidana

pen jara selama 2 ( dua ) tahun ;

Menetapkar masa tahanan yang telah dijaloni oleh terdakwa
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- Memerintahkan agar borang bukfi Derupa 1o { oeldpan Lkws J
lembar surat kuasa , 1 (satu ) rangkop surat perjenjian jual beli,
1 (satu ) rangkap surat penawaran harga beli tanah dan 20 ( dua
puluh ) bugh fotocopy akte jual beli tetap terlampir dalam berkas
perkara |

- Menghukum pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000.- ( seribu rupiah }:

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari  KAMIS tanggal 2 Agustus 2007 oleh kami SUDIRMAN
HADI, SH Ketua angudiilnn Megeri Maokassar sebagai Hakim Ketua, ANDI
ISNA RENISHWARI, SH dan TIWERY CHRISTER ROLOF, SH masing -
masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut
dengan . dibantu DERMAWAN TAHIR, SH sebagal Panitera Pengganti dan
dihadiri oleh ITMRAN YUSUF, SH Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa dan

penasihat hukum terdakwa ;

Hakim-Hakig Anggota

DERMAWAN TAHIR, SH



